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Bamus Hambat Pembahasan

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi terhenti sejak April lalu karena Bamus DPR tak
kunjung mengagendakan kelanjutan pembahasan. Padahal. RUU mendesak untuk segera
" disahkan menvusul kian maraknya kasus kebocoran data pribadi.

| JAKARTA, KOMPAS — Di tengal
terus terjadinya kasus kebocor
an data pribadi, pembahasan
| Rancangan Undang-Undang
| Perlindungan Data Pribadi di
| DPR justru terhenti. Pasalnya,
Badan Musyawarah DPR tidak
kunjung memperpanjang pem-
bahasan rancangan undang-un-
dang vang diharapkan dapat
mencegah terus  berulangnya
kasus kebocoran tersebut.
Pembahasan Rancangan Un-
dang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (RUU PDP) yang
dimulai September 2020 ter-
henti sejak April 2021, Pem-
bahasan terhenti karena pem-
bahasan RUU itu oleh Panitia
Kerja (Panja) RUU PDP DPR
dan pemerintah telah berlang-
sung selama tiga masa persi-
dangan DPR yang menjadi ba-
tas waktu pembahasan RUU se-
perti diatur di Tata Tertib DPR.
Untuk melanjutkan pembahas-
an, harus terlebih dulu dibahas
dan diputuskan dalam Badan
Musyawarah (Bamus) DPR.
Namun hingga Rabu
(9/6/2021), Ketua Panja RUU
PDP yang juga Wakil Ketua
Komisi I DPR dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul
Kharis Almasyhari mengata-
kan, perpanjangan pembahasin
RUU PDP belum dibahas dalam
rapat Bamus DPR. ”(Kelanjutan
pembahasan) masih menunggu

Bamus,” ujarnya.

Bamus dipimpin oleh Ketua
DPR Puan Maharani. Puan me
mimpin didampingi empat wa
kil ketua DPR dan beranggo
takan pimpinan alat kelengkap
an DPR (AKD) dan perwakilas
fraksi. Bamus bertugas@icenes
tapkan agenda DPR untuksatu
tahun sidang, @alu” masa per
sidangan, _afau “sebagian dari
suatu mdsagsidang. Selain d,
Bamus juga bertugas mempers
kirakan waktu penyclesaian
suatu masalah dan jangka wake
tu penyelesaian RUU tanpa me
ngurangi kewen:angan rapat pa-
ripurna untuk mengubahnya.

Anggota Bamus DPR dari
Fraksi Partai Amanal Nasional
(PAN), SalchiPartaoian, Datlay;
mengungkapkan, Sebenarnya
tidak ada kendalad di”Bamus
untuk  menentulian jadwal
pembahasan  lapjutan  RUU
PDP. Belum adanya jadwal di-
tengarai karena masih ada ken-
dalo pada pembahasan di Ko-
misi 1. Menurut dia, kemung-
kinan penjadwalan akan diba-
has pada rapat Bamus beri-
kutnya. Ditanyakan kapan, ia
mengatakan jadwal rapat di-
tentukan pimpinan Bamus.

Peneliti Forum Masyarakat
Peduli  Parlemen  Indonesia
(Formappi), Lucius Karus, me-
nilai, sikap Bamus telah meng-
hambat pembahasan RUU PDP.

Semestinya tidak ada alasan ba-
gi Bamus DPR untuk menunda
penjadwalan agenda karena ke-
wenangannya  lerkail - dengan
koordinasi, bukan = substansi
R U Ugg ] agrvi@in (WG | aglsc pen-
tingan tertentu yang membuat
Bamus DPR  menahan™ laju
pembahasan RUU PDP.
Qleh._kareria itu, menuput
Tucius, perlu ada dorongan dart
Panja RUU RDP agar Bamus
segera menjadwalkan kelanjut-
an pembahasan RUU tersebtit,
“Panja RUU PDPE-paling paham
dengan upgensi dan Kebud@han
RUU sehinggapunya alasan

Jelas untuk mendorong Bamus

menjadwalkan agenda pemba
hasan lanjutan,” ujar Lucius.

Mendesak

Praktisi digital fdrensik Ruby,
Alamsyah kemball mengingal
kan urgensi dari UU PDP. Se
bab, peretasan yang berlanjul
pada penjualan data pribadi
penduduk kian sering terjadi.

Pada awal Juni 2021, dala
yang diduga kuat identik de-
ngan data yang dikclola olch
empat dinas kependudukan dan
pencatatan sipil dijual di situs
forum peretas Raid Forums. Se-
belumnya, hal serupa terjadi
pada data yang diduga dikelola
BPJS Keschatan pada Mei 2021,
Tahun scbelumnya, data dari
platform  e-dagang Tokopedia

dan Bukalapak yang jadi sa-
saran.

Menurut Ruby, liga lahun
terakhir kebocoran data me-
ningkat, baik secara kuantitas
maupun kualitas. Peningkatan
itu membuat komponen data
penduduk yang terekspos kian
}éngkap. Potensi memanfaat-
kannyauntuk kepentingan ter-
tentu juga Kiandneningkat.

Pemerintalidan DPR dimin-
ta tmtuk tidak meributkan soal
otoritas pengawas pengelolaan
data terus-menerus. Persoalan
itu juga semestinya tidak di
jadikan alasan untuk memun-
durkan pembahasan RUU. "Hak
masyarakat mendapatkan per-
lindungan scharusnya dipriori-
taskangpbu kamgglagn soal siapa
pengawasnya, kata Ruby.

Untuk \dikctahui, saal pem-
BHahasan RUTPDP masih ber-
langsung, terjadi  perbedaan
pendapat terkait otoritas peng-
awas pengelolaan data pribadi.
Panja RUU PDP DPR menilai,
lembaga itu scharusnya inde-
penden. Adapun Kementerian
Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) menghendaki
lembaga pengawas itu berada di
bawah Kemenkominfo.

Revisi UU ITE

Sementara itu, dalam rapat
dengan Komisi 111 DPR, Men-
teri Hukum dan 1ak Asasi Ma-

nusia Yasonna Laoly menyam-
paikan keseriusan pemerintah
untuk merevisi . UU Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE).
Revisi terbatas pada empat pa-
sal, yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 36,
ditambah satu pasal penjelasan.
"Revisi terbatas UU ITE itu
akan kami lakukan. Pemerintah
sudah tegaskan supaya pasal itu
jangan karet, pasal akan diper-
tegas supaya tidak multitafsir,”
ucapnya.

Anggota Komisi IIT DPR dari
Traksi Partai Gerindra, ITabibu-
rokhman, berharap, revisi ter-
batas UU ITE dapat menghen-
tikan kriminalisasi dengan pa-
sal-pasal karet di UU ITE, ter-
utama bagi orang-orang yang
kritis terhadap pemerintah se-
perti selama ini kerap terjadi.

Adapun terkait dengan ren-
cana penambahan satu pasal
baru, peneliti di The Indonesian
Institute, Hemi Lavour Febri-
nandez, kKhawatir hal itu justru
akan menambah masalah baru.

“Pasal baru yang akan men-
jelaskan tentang keonaran ini
dikhawatirkan ~ justru  akan
mengancam kebebasan bereks-
presi atau digunakan oleh ke-
lompok tertentu untuk me-
menjarakan seseorang. Scbab,
frasa dapat menyebabkan ke-
onaran itu bisa ditafsirkan be-
bas oleh pelapor dan penegak
hukum,” katanya. (NIA/DEA)



